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ABSTRAK 

 Perkembangan pesat di bidang teknologi komputer yang ditambah 

dengan adanya internet telah menyebabkan, mempengaruhi, dan membentuk 

suatu lingkung baru di dunia maya dimana tingkah laku masyarakat tidak 

bisa dibatasi dengan batas-batas wilayah dan waktu, sehingga perkembangan 

itu juga menimbulkan kejahatan baru yang biasa disebut dengan cybercrime 

atau kejahatan yang dilakukan melalui media internet. Cybercrime 

mempunyai bentuk-bentuk kejahatannya, salah satunya adalah cyberporn 

atau bisa disebut kejahatan penyebaran pornografi melalui media internet. 

Seiring dengan timbulnya kejahatan baru tersebut, timbul juga kendala-

kendala yang dihadapi oleh para penegak hukum. Dari permasalahan 

kendala-kendala tersebut, terlihat bahwa dalam penerapan pasal-pasal yang 

menyangkut cyberporn belum bisa diaplikasikan kedalam kehidupan sehari-

hari. Melihat cyberporn membawa pengaruh yang negatif untuk 

perkembangan suatu Negara dan sangat berbahaya bagi pertumbuhan anak 

yang masih dibawah umur. kendala-kendala dalam penerapan pasal-pasal 

yang mengatur tentang cyberporn sangat terlihat jelas, maka dari itu 

perangkat-perangkat hukum yang ada dalam hukum pidana Indonesia perlu 

malakukan perbaikan, bukan hanya perangkat hukumnya saja, beserta para 

penegak hukum untuk meningkat kinerjanya dalam melakukan 

pemberatasan dan pencegahan cyberporn. Maka dari itu penulisan ini  

bertujuan  untuk mengetahui kendala-kendala dalam penangannan terhadap 

situs porno yang berasal di luar wilayah Indonesia.    

 Kata kunci : situs porno yang berasal di luar wilayah Indonesia 
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